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Abstract 
Remission is a right of every convict which was made by the Minister of Law and Human Rights to propose a policy 
that convicts of corruption cases have the right to obtain remission. The remission policy proposed by 

MenkumHAM aims to be reviewed in the discussion of the revision of the new Government Regulation on 
Remission. The discussion on new remissions aims to fight for equal rights for every convict, including convicts of 
corruption cases. The granting of remissions to each convict is still causing controversy, especially the granting of 
remissions to convicts who are caught in specific criminal cases such as corruption, terrorism and narcotics. The 
granting of remissions to the perpetrators of special crimes must be carried out proportionally, including including 
certain conditions. These conditions are not enough just to behave well while in detention, but other special 
conditions are also needed. Prisoners who can meet these special requirements are entitled to get a reduction in their 
sentence or remission. This study uses a juridical normative method, namely all sources are taken from literature, 
laws, papers and other media. The formulation of the problem in this study is first the legality of granting 
remissions to perpetrators of corruption, secondly the impact of granting remissions to perpetrators of corruption 
against corruption eradication in Indonesia and thirdly the role of the Corruption Eradication Commission (KPK) 
in eradicating corruption in Indonesia. The principle of legality is regulated in Article 1 paragraph (1) of the 
Criminal Code, the granting of this remission is actually in accordance with the existing rules by looking at the 

principle of legality in the Criminal Code, there is nothing contrary. and Criminal Children who during their 
criminal period have good behavior are entitled to remission. This is also stated in the provisions of Article 1 
Paragraph (1) of the Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 174 of 1999 concerning Remission 
which states that the conditions for obtaining remission are if the convict and the criminal are serving temporary 
prison sentences and imprisonment and the person concerned has good behavior during undergo a crime . 
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Abstrak 

Remisi merupakan sebuah hak dari setiap narapidana yang dijadikan oleh Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia untuk megusulkan kebijakan bahwa narapidana kasus korupsi berhak untuk memperoleh 

remisi. Kebijakan remisi yang diusulkan oleh MenkumHAM bertujuan untuk dikaji dalam pembahasan 
revisi Peraturan Pemerintah tentang Remisi yang baru. Pembahasan remisi baru bertujuan untuk 

memperjuangkan kesamaan hak yang diperoleh bagi setiap narapidana termasuk narapidana kasus 

korupsi. Pemberian remisi terhadap setiap narapidana hingga saat ini masih menimbulkan kontroversi, 
khususnya pemberian remisi bagi narapidana yang terjerat kasus pidana khusus seperti korupsi, 

terorisme, dan narkotika. Pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana khusus tersebut harus 
dilakukan secara proporsional seperti mencantumkan persyaratan-persyaratan tertentu. Syarat tersebut 

tidak cukup hanya berkelakuan baik saja selama berada didalam tahanan, akan tetapi diperlukan juga 
syarat-syarat khusus lainnya. Narapidana yang dapat memenuhi persyaratan-persyaratan khusus 
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tersebut, maka berhak untuk mendapatkan pemotongan masa pidana atau remisi. Penelitian ini 
menggunakan metode normatif yuridis, yaitu segala sumber di ambil dari kepustakaan, undang-undang, 

makalah dan media lainnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama legalitas 
pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, kedua dampak pemberian remisi kepada 

pelaku tindak pidana korupsi terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia dan ketiga peran Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Asas legalitas diatur dalam 

Pasal 1 ayat (1) KUHP, pemberian remisi ini sebenarnya sudah sesuai dengan aturan yang ada dengan 

melihat asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada yang bertentanganDi 
dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 disebutkan bahwa setiap Narapidana dan 

Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. Hal 
tersebut juga dituangkan di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi yang menyebutkan bahwa syarat untuk mendapatkan remisi 
adalah apabila Narapidana dan Anak Pidana tersebut menjalani pidana penjara sementara dan pidana 

kurungan serta yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.  
Kata Kunci: Legalitas, Komisi Pemberantasan Korupsi 

 

PENDAHULUAN 

Remisi adalah sebagai pembebasan 
hukuman untuk seluruhnya atau 
sebagian atau dari seumur hidup 
menjadi hukuman terbatas yang 
diberikan setiap tanggal 17 Agustus. 
Pada hakekatnya semua narapidana 
mempunyai hak, termasuk koruptor 
sekalipun. Tindaki pidanai ataui 
kejahatani luari biasai yangi dilakukani 
olehi koruptori inii biasanyai disebuti 
dengani istilahi korupsi.i Korupsii 
adalahi gejalai parai pejabat,i badan-
badani negarai menyalahgunakani 
wewenangi dani melakukani 
penyuapan,i pemalsuani dani 
ketidakberesani lainnya.i Kejahatani 
korupsii merupakani sebuahi kejahatani 
dengani tingkatani yangi dianggapi 
sebagaii kejahatani luari biasa,i makai 
penanganannyai harusi dilakukani 
secarai luari biasa.i Sebuahi tindaki 
pidanai korupsii biasanyai dilakukani 
olehi orangi yangi telahi mempunyaii 
kekuasaani dani jabatani tinggi,i tetapii 
masihi tidaki dapati mengontroli egoi 
darii dalami dirinyai yangi disebabkani 
olehi keserakahan.i Parai pelakui 

tindaki pidanai olehi Sutherlandi 
dikatakani sebagaii kejahatani berkerahi 
putihi ataui yangi lebihi populernyai 
disebuti sebagaii Whitei Collari Crime.i 
Korupsii merupakani sebuahi kejahatani 
yangi tidaki hanyai berorientasii 
merugikani keuangani negara,i tetapii 
berpotensii merusaki sendi-sendii 
kehidupani sosiali dani hak-haki 
ekonomii darii rakyat.i Permasalahani 
yangi terjadii seorangi koruptori yangi 
dianggapi sangati merugikani 
masyarakati luasi dapati memperolehi 
sebuahi haki remisi.” 

Remisii merupakani sebuahi haki 
darii setiapi narapidanai yangi 
dijadikani olehi Menterii Hukumi dani 
Haki Asasii Manusiai untuki 
megusulkani kebijakani bahwai 
narapidanai kasusi korupsii berhaki 
untuki memperolehi remisi.i Kebijakani 
remisii yangi diusulkani olehi Menkum-
HAMi bertujuani untuki dikajii dalami 
pembahasani revisii Peraturani 
Pemerintahi tentangi Remisii yangi 
baru.i Pembahasani remisii barui 
bertujuani untuki memperjuangkani 
kesamaani haki yangi diperolehi bagii 
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setiapi narapidanai termasuki 
narapidanai kasusi korupsi.i 
Masyarakati kelompoki anti-korupsii 
ataui bahkani seluruhi wargai negarai 
Republiki Indonesiai menolaki gagasani 
memberikani remisii kepadai parai 
koruptor.i Penolakani gagasani 
pemberiani remisii olehi masyarakati 
luasi didasarkani kejahatani korupsii 
merupakani kejahatani luari biasa,i 
yangi tidaki dapati diberikani remisii 
hanyai dengani parai narapidanai 
korupsii selamai dii lapasi telahi 
berkelakuani baik.i Alasani penolakani 
remisii padai dasarnyai tidaki relevani 
dengani pelanggarani yangi telahi parai 
koruptori lakukan,i karenai parai 
koruptori telahi merugikani negarai 
dani seluruhi lapisani masyarakat.i 
Pemberiani remisii tidaki hanyai 
sebatasi padai terpidanai kasusi 
korupsii belakai melainkani jugai 
kejahatan-kejahatani luari biasai 
lainnya,i sepertii narkotika,i 
psikotropika,i dani tindaki pidanai 
terorisme.i Terlepasi darii gagasani 
remisii dengani jumlahi uangi yangi 
terusi dikorupsii dapati diindikasikani 
jumlahnyai dapati menghidupii banyaki 
wargai dengani memberikani 
pendidikan,i sertai programi 
pembangunani pemerintahi dapati 
berjalani lancari tanpai adai hambatani 
danai yangi dimilikii kurangi ataui 
tidaki adai danai pembangunan.i 
Perspektifi hukumi dalami konteksi 
interaksii sosiali dapati mengalamii 
perubahani dalami pengaturani dani 
penerapan.i Hukumi yangi diharapkani 
bisai memecahkani masalahi secarai 
adili dani bermanfaati bagii kehidupani 
masyarakat,i dalami kenyataani bisai 
berubahi kei arahi pengaturani dani 

penerapani hukumani bagii siapai yangi 
kuati dialahi yangi menang.i Inilahi 
yangi mewarnaii penerapani hukumi 
dalami konteksi sosial.i Perubahani 
dalami penerapani hukumi merupakani 
fenomenai yangi berlangsungi secarai 
alami,i karenai itui perlui dipahamii 
apai yangi sebenarnyai terjadi,i 
mengapai hali itui bisai terjadi,i dani 
bagaimanai penerapani hukumi itui 
berlangsung.i Diskursusi tentangi 
penerapani hukumi dalami masyarakati 
merupakani instrumeni yangi inhereni 
dalami kehidupani sosial,i tetapii 
dalami kenyataani hali itui 
terkesampingkan.i Karenai itui 
masyarakati menuntuti perlunyai 
tatanani hukumi barui gunai menjagai 
ketertibani sosial.i Studii tentangi 
perubahani hukumi sangati lekati 
dengani carai mengarahkani perani 
manusiai sebagaimanai yangi 
diharapkan.i Dii sinii posisii hukumi 
menjadii multii dimensii dalami 
kehidupani manusia,i olehi karenai itui 
dalami perubahani hukumi jugai 
menyangkuti secarai langsungi 
terhadapi keperluani ketertibani sosiali 
yangi meliputii nilaii dani normai 
sosial,i sistemi kemasyarakatan,i 
kebiasaani dani relasii sosiali yangi 
belumi maupuni yangi sudahi mapan,i 
dani sistemi kelembagaani sehinggai 
meskipuni adai pergeserani tetapii 
pranatai hukumi diharapkani tetapi 
terjaga.i Perubahani hukumi dalami 
kehidupani sosiali merupakani suatui 
kenyataani yangi terjadii dalami upayai 
manusiai membanguni kehidupannya.i 
Perubahani hukumi bisai berbentuki 
evolusi,i transformasii ataupuni 
revolusii tergantungi darii 
dinamikanya.i Perubahani hukumi jugai 
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bisai terjadii secarai graduali ataui 
radical.i Perubahani hukumi dani 
akibatnyai terhadapi kondisii 
masyarakati telahi menjadii faktai 
dalami kehidupani manusia,i 4i sebagaii 
reaksii atasi rangsangani darii luari 
maupuni darii dalami masyarakati 
sendiri.i Akibati darii perubahani itui 
terhadapi kehidupani manusiai 
menimbulkani efeki positifi maupuni 
negatif.i Selaini perubahani hukum,i 
dikenali jugai perkembangani hukum,i 
yaitui pembenahani hukumi yangi 
ditujukani untuki mencapaii kemajuani 
ataui perbaikani keadaani hidupi 
masyarakat.i Dengani perkataani lain,i 
perkembangani hukumi berkaitani 
dengani rekayasai yangi dilakukani 
melaluii penggunaani ilmu-ilmui 
hukumi untuki memperbaikii tatanani 
sosiali agari dengani perbaikani itui 
manusiai dapati hidupi lebihi layaki 
sesuaii martabatnya.i Bagii masyarakati 
tertentu,i perkembangani hukumi bisai 
dianggapi sebagaii pemicui terjadinyai 
kontradiksii yangi menajami dani kerasi 
bahkani menjadii penyebabi timbulnyai 
kerusuhani sosiali karenai 
implementasinyai tidaki adil.i 
Pandangani inii didasarkani padai 
faktai yangi terjadii dii sekitari 
kehidupani manusia,i bahwai 
instrumeni hukumi tidaki bekerjai 
secarai memuaskani dani justrui 
memicui konfliki yangi membesari dani 
destruktif.i Melaluii sosiologii hukum,i 
perkembangani yangi terjadii dalami 
masyarakati bisai dikenalii efek-efeki 
sosiali darii penerapani hukum.i Selaini 
itui untuki memecahkani masalahi 
hukum,i teknik-tekniki sosiologii dani 
metode-metodei evaluasinyai memilikii 
nilaii cognitifi sebagaii penuntuni jikai 

fenomenai hukumi didasarkani padai 
asumsi-asumsii teorii yangi sudahi 
diketahui.i Salahi satui faktai yangi 
berpotensii untuki memicui terjadinyai 
kontradiksii yangi tajami dii 
masyarakati dewasai inii adalahi 
kebijakani pemerintahi dalami hali inii 
Kementeriani Hukumi dani HAMi 
untuki memberikani remisii bagii parai 
koruptor.i Remisii yangi diberikani 
kepadai terpidanai kasusi korupsii 
padai saati peringatani kemerdekaani 
dani harii rayai Iduli Fitrii sudahi 
merupakani hali yangi rutin.i Secarai 
umum,i remisii tersebuti 5i diberikani 
berdasarkani duai syarat,i yaknii 
berkelakuani baiki selamai dii penjarai 
dani telahi menjalanii hukumani 
minimali selamai 6i (enam)i bulan.i 
Namun,i terkhususi bagii terpidanai 
korupsi,i berlakui ketentuani khusus.i 
Pasali 34i ayati (3)i Peraturani 
Pemerintahi Nomori 28i tahuni 2006i 
mengatur,i bahwai remisii barui dapati 
diberikani setelahi menjalanii 1/3i (satui 
peri tiga)i masai hukumani pidana.i 
Ketentuani inii jugai berlakui untuki 
terpidanai kasusi terorisme,i narkotika,i 
kejahatani terhadapi keamanani 
negara,i kejahatani haki asasii manusiai 
yangi berat,i dani kejahatani 
transnasionali terorganisasii lainnya.i 
Walaupuni pemberiani remisii 
dibenarkan,i pertanyaannyai adalahi 
apakahi remisii wajibi diberikan?i 
Jawabannyai tidak!i Tidaki adai 
kewajibani bagii pemerintahi 
memberikani remisii bagii koruptor.i 
Malahi sebaliknya,i koruptori harusnyai 
tidaki perlui mendapatkani remisi.i 
Koruptori tidaklahi samai dengani parai 
terpidanai kejahatani kriminali biasa.i 
Banyaknyai kasusi korupsii dii 
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Indonesiai dengani berbagaii modusi 
operandinyai mengingatkan,i bahwai 
korupsii semakini kronis.i Bahkani 
modusi operandii yangi dilakukani 
sudahi sangati berkualitasi dani 
sistematisi dengani melibatkani pejabati 
penegaki hukumi pula.i Apabilai 
dibiarkani dani tidaki segerai 
diberantas,i akani menjadii apai 
Republiki inii nantinya?i Emanueli 
Kanti menyatakan,i bahwai kalaui 
keadilani sudahi tidaki diperolehi 
berartii sudahi tidaki adai lagii alasani 
untuki bertahani dii mukai bumii ini.i 
Berkenaani dengani negara,i mungkini 
kelangsungani hidupi suatui negarai 
akani menjadii pertaruhan.i Korupsii 
adalahi kejahatani luari biasai yangi 
tentunyai membutuhkani upayai 
penyelesaiani yangi luari biasai pula.i 
Friedmanni mengungkapkan,i bahwai 
bagaimanapuni penegakani hukumi 
suatui bangsai mutlaki ditentukani olehi 
substansii hukum,i strukturi hukumi 
dani budayai hukumi negarai setempat.i 
6i Secarai sosiologis,i perilakui 
koruptori bertentangani dengani fungsii 
hukumi sebagaii sosiali kontroli yangi 
merupakani aspeki yuridisi normatifi 
darii kehidupani masyarakati ataui 
dapati disebuti sebagaii pemberii 
definisii darii tingkahi lakui 
menyimpangi sertai akibat-akibatnyai 
sepertii laranganlarangan,i perintah-
perintah,i pemidanaani dani gantii 
rugi.i Sebagaii alati pengendaliani 
sosial,i hukumi dianggapi berfungsii 
untuki menetapkani tingkahi lakui 
yangi baiki dani tidaki baiki ataui 
perilakui menyimpangi darii hukum,i 
dani sanksii hukumi terhadapi orangi 
yangi mempunyaii perilakui yangi 
tidaki baik.i Manfaati yangi dapati 

diperolehi darii kontroli sosiali 
terhadapi penyimpangani perilakui 
seseorangi yangi terjadii dalami 
masyarakati adalahi pranatai hukumi 
berfungsii bersamai pranatai lainnyai 
dalami melakukani pengendaliani 
sosial.i Selaini itu,i dapati dikemukakani 
bahwai pranatai hukumi itui pasif,i 
yaitui hukumi menyesuaikani dirii 
dengani kenyataani sosiali dalami 
masyarakat.i Olehi karenai itu,i 
terlaksanai ataui tidaknyai fungsii 
hukumi sebagaii alati pengendaliani 
sosiali sangati ditentukani olehi faktori 
aturani hukumi dani faktori penegaki 
hukum.i Berlakunyai hukumi dii 
tengah-tengahi masyarakati padai 
hakikatnyai mengembani tujuani untuki 
mewujudkani keadilan,i kepastiani 
hukumi dani kemanfaatani sosiali bagii 
masyarakatnya.i Dalami kacamatai 
sosiologii hukumi yangi digunakani 
olehi Alvini Johnsoni tentangi 
eksistensii dani perani hukumi 
ditegaskan,i bahwai dalami kehidupani 
sosiali yangi nyata,i hukumi 
mempunyaii dayai mengaturi hanyai 
jikai sudahi dipersatukani dalami suatui 
kerangkai hukum,i lebih-lebihi dalami 
satui sistemi hukum.i Remisii memangi 
haki terpidana,i akani tetapii 
pemberiani remisii tetapi memerlukani 
kebijakani negara.i Artinya,i negarai 
bisai memberikan,i tetapii jugai bolehi 
membatasinyai dengani klausuli yangi 
ditentukani olehi negara.i Pasali 28Ji 
ayati (2)i Undangi Undangi 7i Dasari 
1945i menyatakan,i bahwai dalami 
menjalankani haki dani kebebasan,i 
setiapi orangi wajibi tunduki padai 
pembatasani yangi ditetapkani dengani 
undang-undang.i Tujuannyai adalahi 
untuki menjamini pengakuani sertai 
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penghormatani atasi haki dani 
kebebasani orangi lain,i dani untuki 
memenuhii tuntutani yangi adili sesuaii 
dengani pertimbangani moral,i nilai-
nilaii agama,i keamanan,i dani 
ketertibani umumi dalami masyarakati 
demokratis.i Problematikai pemerintahi 
dalami menentukani kebijakani remisii 
barui tidaki memperhitungkani 
dampaki darii efeki jerai darii pelakui 
tindaki pidanai korupsi.i Perspektifi 
politiki dani Perundang-undangani 
berisii ketentuani bahwai prosesi 
pembuatani subtansii sertai kebijakani 
seharusnyai memuati salahi satui 
prinsipi ideali yaitui darii aspeki 
sosiologis.i Aspeki sosiologisi artinyai 
sensitifi terhadapi kondisii dani 
permasalahani yangi adai dii 
masyarakat,i sertai memenuhii rasai 
keadilani masyarakat.i Berdasarkani 
aspeki sosiologisi pemberiani remisii 
merupakani sebuahi keadaani yangi 
manjadikani masyarakati korbani 
tunggali dalami pemberiani sanksii 
hukum.i Perbuatani pelakui 
narapidanai korupsii padai dasarnyai 
perlui untuki menyesuaikani dengani 
aturani hukum.i Elemeni esensiali 
hukumi berorientasii kepadai 
pemberlakuani sanksii hukumi yangi 
sesuaii dengani perbuatani pidananya.”i 
2i Dii Indonesia,i korupsii mulaii terjadii 
sejaki zamani kerajaan.i Bahkan,i VOCi 
bangkruti padai awali abadi ke-20i 
akibati korupsii yangi merajalelai 
ditubuhnya.i Setelahi proklamasii 
kemerdekaan,i posisii pemerintahani 
diisii olehi kaumi pribumii yangi 
tumbuhi dani berkembangi dii 
lingkungani korup.i Kulturi korupsii 
tersebuti berlanjuti hinggai masai 
pemerintahani Ordei Lama.i Dii awali 

pemerintahani Ordei Baru,i Presideni 
Soehartoi melakukani berbagaii upayai 
untuki memberantasi korupsi.i 
Terlepasi darii upayai tersebut,i i 
Presideni Soehartoi tumbangi karenai 
isui korupsi.i Perjalanani panjangi 
korupsii telahi membuati berbagaii 
kalangani pesimistisi akani prospeki 
pemberantasani korupsi,i baiki dii 
Indonesiai maupuni dii berbagaii 
belahani dunia.i Berbagaii aturani dani 
perundang-undangani dii susuni 
dengani sebegitui sempurnai untuki 
membantui aparaturi negara,i Komisii 
Pemberantasani Korupsii (KPK)i 
memberantasi tindaki pidanai korupsii 
ini.i Namuni yangi kitai tahui sehebati 
apapuni aturani yangi dibuati ternyatai 
tidaki mampui berjalani sesuaii apai 
yangi dibuati samai sajai tidaki adai 
gunanya.i Kemandulani inii jugai 
cukupi menggelitiki hatii kita.i 
Bagaimanai mungkini aturani yangi 
telahi sedemikiani hebati dani 
mengikati akani tetapii tetapi sajai adai 
celahi bagii parai koruptori untuki 
lepasi darii jerati hukum.i Seandainyai 
puni merekai dihukumi dibuati 
bagaimanai agari hukumi itui tidaki 
berati ataui jauhi darii apai yangi 
dituntutkani kepadai mereka.i 
Pemberiani remisii terhadapi setiapi 
narapidanai hinggai saati inii masihi 
menimbulkani kontroversi,i khususnyai 
pemberiani remisii bagii narapidanai 
yangi terjerati kasusi pidanai khususi 
sepertii korupsi,i terorisme,i dani 
narkotika.i Pemberiani remisii terhadapi 
pelakui tindaki pidanai khususi 
tersebuti harusi dilakukani secarai 
proporsionali sepertii mencantumkani 
persyaratan-persyaratani tertentu.i 
Syarati tersebuti tidaki cukupi hanyai 
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berkelakuani baiki sajai selamai beradai 
didalami tahanan,i akani tetapii 
diperlukani jugai syarat-syarati khususi 
lainnya.i Narapidanai yangi dapati 
memenuhii persyaratanpersyaratani 
khususi tersebut,i makai berhaki untuki 
mendapatkani pemotongani masai 
pidanai ataui remisii Kebijakani 
pemberiani remisii bagii narapidanai 
tindaki pidanai korupsii secarai 
sosiologis,i sebenarnyai telahi merusaki 
harapani masyarakati untuki meraihi 
tujuani hukumi yangi sesungguhnyai 
yaknii keadilan.i Korupsii yangi seringi 
terjadii dii Indonesiai jugai membuati 
masyarakati sepakati bahwai 
keberadaani korupsii ternyatai telahi 
menjadii faktori penghambati 
terwujudnyai kesejahteraani bagii 
rakyati Indonesia.i Pemberiani remisii 
keberadaannyai dibenarkani dalami 
Undang-Undangi Republiki Indonesiai 
Nomori 12i Tahuni 1995i tentangi 
Pemasyarakatan,i namuni sebenarnyai 
pemerintahi dalami menjatuhkani 
keputusannyai berhaki untuki tidaki 
memberikannya.i Pelakui tindaki 
pidanai korupsii sepatutunyai tidaki 
diperkenankani mendapatkani 
hukumani ataui sanksii yangi sepadani 
dengani parai pelakui tindaki pidanai 
lainnya 

 

METODE PENELITIAN  

1. Jenis Penelitian Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian hukum normatif (yuridis 
normatif) yaitu penelitian yang 
mengacu dan mengarah pada norma 
dan asas-asas hukum serta bersumber 
dari kepustakaan (library research) dan 

berbagai peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan 
penulisan penelitian ini. 2. Jenis dan 
Sumber Data Data yang didapat dalam 
penulisan ini merupakan data sekunder. 
Data sekunder adalah data yang penulis 
peroleh dari penelitian dari 
kepustakaan dan dokumen yang 
merupakan hasil penelitian, pengolahan 
orang lain yang sudah tersedia dalam 
bentuk buku, makalah, dan dokumen 
lain yang biasanya di sediakan dalam 
perpustakaan atau milik pribadi. 
Dengan kata lain, peneliti 
membutuhkan pengumpulan data 
dengan cara berkunjung ke 
perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip 
atau membaca banyak buku yang 
berhubungan dengan penelitiannya. a. 
Bahan Hukum Primer, seperti dari Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana dan 
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi b. Bahan Hukum Sekunder, 
yaitu Buku-buku, Makalah, Artikel, 
Internet c. Bahan Hukum Tersier, yaitu 
pendukung lain, misalnya Kamus Buku-
buku ensiklopedia. 3. Teknik 
Pengumpulan Data Teknik 
pengumpulan data dengan cara studi 
kepustakaan. Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian hukum ini 
adalah : a. Pendekatan perundang-
undangan (statue approach), diperlukan 
guna mengkaji lebih lanjut mengenai 
landasan hukum dengan menelaah 
undang-undang dan regulasi yag 
bersangkut paut dengan isu hukum. b. 
Pendekatan konseptual (conceptual 
approach) yaitu beranjak dari 
pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang di dalam 
ilmu hukum. Peneliti akan menemukan 
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ide-ide yang melahirkan pengertian-
pengertian hukum, konsep-konsep 
hukum dan asas-asas hukum yang 
relevan dengan isu yang dihadapi. 4. 
Analisa Data Analis yang digunakan 
lebih banyak kepada pola pikir 
(paragdigma) yang diteliti dengan 
pendekatan teori-teori yang dipakai. 
Begitu isu hukum ditetapkan, perlu 21 
dilakukan penelusuran untuk mencari 
bahan-bahan hukum yang relavan 
terhadap isu yang dihadapi. Bahan 
hukum primer dan bahan hukum 
sekunder yang telah dikumpulkan 
tersebut kemudian dikelompokkan dan 
dikaji berdasarkan pendekatan yang 
digunakan. Dalam penelitian ini, yang 
digunakan adalah pendekatan 
konseptual, pendekatan perundang-
undangan, dan pendekatan 
perbandingan untuk memperoleh 
gambaran yang sistematis dan 
komperehensif dari badan hukum 
primer dan sekunder. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Legalitas Pemberian Remisi 
Terhadap Narapidana Tindak Pidana 
Korupsi  

Pengetatan pemberian remisi 
bagi terpidana korupsi 
pemberlakuannya didasarkan asas 
legalitas yang mewajibkan perundang-
undangan yang berlaku ke depan tidak 
boleh surut ke belakang. Asas legalitas 
diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, 
pengetatan remisi ini sebenarnya sudah 
sesuai dengan aturan yang ada dengan 
melihat asas legalitas dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana tidak 

ada yang bertentangan. Tetapi 
pemberlakuan pengetatan remisi 
tersebut melanggar konstitusi yaitu 
Undang-Undang Dasar 1945 yang di 
dalamnya terdapat pasal 28D ayat (1) 
yang menyatakan bahwa semua warga 
negara sama kedudukannya di mata 
hukum. Dengan adanya pengetatan 
pemberian remisi bagi terpidana 
korupsi dengan pemberlakuan 
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 
2012 ini Penulis merasa tidak adanya 
kepastian hukum dan perlakuan yang 
tidak sama dihadapan hukum (asas 
equality before the law). Peraturan 
Pemerintah tersebut hanya berlaku bagi 
sebagian narapidana koruptor saja, 
tidak berlaku menyeluruh bagi semua 
narapidana koruptor, maka dengan itu 
juga akan mengurangi semangat 
pemberantasan korupsi di negeri ini 
karena dalam pemberlakuan hukumnya 
tidak menyeluruh dan seharusnya 
pengetatan remisi diberlakukan sama 
kepada seluruh narapidana korupsi.” 
Rekonstruksii pemikiran tentangi 
konsepsii yangi sebaiknyai diterapkani 
dalami pemberiani remisii terhadapi 
narapidanai pelakui tindaki pidanai 
korupsii dii masai depan,i dilandasii 
olehi 2i (dua)i hali yaknii hirarkii 
peraturani perundang-undangan,i dani 
kedudukani Pemasyarakatani dalami 
sistemi peradilani pidana Indonesia. 
Mengenai hirarkii peraturani 
perundang-undangan,i konsepsii 
merujuki padai ketentuani Pasali 7i 
ayati (1)i Undang-Undangi Republiki 
Indonesiai Nomori 10i Tahuni 2004i 
Tentangi Pembentukani Peraturani 
Perundang-undangani (Undang-
Undangi Pembentukani Peraturani 
Perundang-undangan),i yangi 
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menegaskani bahwa:i Pasali 7i ayati (1):i  
Jenisi dani hierarkii Peraturani 
Perundang-undangani adalahi sebagaii 
berikut: a.i Undang-Undangi Dasari 
Negarai Republiki Indonesiai Tahuni 
1945i b.i Undang-Undang/Peraturani 
Pemerintahi Penggantii Undang-
Undangi c. Peraturani Pemerintahi d.i 
Peraturani Presideni e.i Peraturani 
Daerah.i Dalami Penjelasani Pasali 7i 
Undang-Undangi Pembentukani 
Peraturani Perundang-undangani 
dijelaskani bahwai yangi dimaksudi 
dengani "hierarki"i adalahi 
penjenjangani setiapi jenisi Peraturani 
Perundang-undangani yangi 
didasarkani padai asasi bahwai 
peraturani perundang-undangani yangi 
lebihi rendahi tidaki bolehi 
bertentangani dengani Peraturani 
Perundang-undangani yangi lebihi 
tinggi.i Berdasarkani hierarkii 
peraturani perundang-undangani 
tersebuti dii atas,i terlihati dengani jelasi 
bahwai Peraturani Pemerintahi Nomori 
99i Tahuni 2012,i merupakani 
peraturani perundang-undangani 
dengani hirarkii yangi lebihi rendahi 
dibandingkani dengani Undang-
Undangi Pemasyarakatan.i 24i Sesuaii 
dengani maknai hirarkii yangi diaturi 
dii dalami Undang-Undangi 
Pembentukani Peraturani Perundang-
undangan,i dani asasi hukumi lexi 
superiori derogatei Legalitasi legii 
inferiorii ataui peraturani perundang-
undangani yangi lebihi tinggii 
mengenyampingkani peraturani 
perundang-undangani yangi lebihi 
rendah,i makai ketentuani mengenaii 
pemberiani remisii terhadapi 
narapidanai pelakui tindaki pidanai 
korupsii dani beberapai tindaki pidanai 

lainnya,i sebagaimanai diaturi dii 
dalami Peraturani Pemerintahi Nomori 
99i Tahuni 2012,i harusi 
dikesampingkani karenai memuati 
ketentuani yangi bertentangani dengani 
peraturani perundang-undangani yangi 
lebihi tinggi,i yaknii Undang-Undangi 
Pemasyarakatan.i Selanjutnya,i 
mengenaii kedudukani 
Pemasyarakatani dalami sistemi 
peradilani pidanai Indonesiai dapati 
dirujuki padai pendapati Andii 
Hamzah.i Ahlii hukumi pidanai 
tersebuti berpendapati bahwai ruangi 
lingkupi acarai pidanai mencakupi 7i 
(tujuh)i tahap,i yaitui mencarii 
kebenaran,i mencarii pembuati (tindaki 
pidana),i menangkapi pembuati dani 
kalaui perlui menahannya,i 
mengumpulkani bahan-bahani buktii 
untuki diajukani kei pengadilan,i 
pengambilani putusani olehi hakim,i 
upayai hukumi untuki melawani 
putusani hakimi tersebut,i dani 
pelaksanaani putusani hakimi 
(eksekusi).i Dengani eksekusii yangi 
dilakukani olehi jaksa,i makai 
berakhirlahi prosesi (duei process)i 
acarai pidana.i Selanjutnya,i pembinaani 
narapidanai tidaki lagii beradai dalami 
ranahi kekuasaani kehakimani 
(yudikatif),i tetapii beralihi kei dalami 
ranahi kekuasaani eksekutif,i yangi 
dalami hali inii dilaksanakani olehi 
Lembagai Pemasyarakatani yangi 
beradai dii bawahi Kementeriani 
Hukumi dani HAM.i Berangkati padai 
pendapati Andii Hamzahi tersebuti dii 
atas,i disimpulkani bahwai kedudukani 
Pemasyarakatani dalami sistemi 
peradilani pidanai Indonesiai bukanlahi 
padai ranahi penjatuhani pidana,i 
melainkani padai pelaksanaani putusani 
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pidanai berupai pembinaani terpidana,i 
yangi sesungguhnyai beradai padai 
ranahi hukumi tatai negarai ataui 
hukumi pemerintahan.i Olehi karenai 
itu,i penerbitani Peraturani Pemerintahi 
Nomori 99i Tahuni 2012i yangi 
dilandasii niati sebagaii wujudi perani 
sertai Pemasyarakatani dalami 
pemberantasani tindaki pidanai 
korupsi,i menjadii tidaki tepati 
sehinggai harusi dihapuskan.i Apabilai 
pemberantasani tindaki pidanai 
korupsii dani beberapai tindaki pidanai 
seriusi lainnyai telahi menjadii 
komitmeni bersama,i makai semestinyai 
subi sistemi Kepolisian, Kejaksaani dani 
Pengadilani mengoptimalkani kualitasi 
penyidikani dani penuntutani 
sedemikiani sehinggai mampui 
menghasilkani pidanai yangi jauhi 
lebihi tinggii dani lebihi kerasi 
terhadapi pelakui tindaki pidana-
tindaki pidanai bersangkutan.i 
“Seyogyanyalahi pikirani dani energii 
Pemasyarakatani sepenuhnyai 
dicurahkani untuki menciptakani 
Lembagai Pemasyarakatan/Rumahi 
Tahanani Negarai yangi bebasi darii 
pelanggarani hukumi dani disiplin,i 
dani menjadii tempati yangi baiki bagii 
narapidanai untuki menerimai 
pembinaani demii masai depani yangi 
lebihi baik,i sertai menjadii wahanai 
yangi nyamani bagii pegawaii untuki 
mengembangkani diri,i menjadii 
pembinai pelanggari hukumi dani 
pelayani masyarakati yangi profesionali 
dani berintegritas.i Lebihi jelasnya,i 
kondisii overi kapasitasi yangi akut,i 
infrastrukturi dani anggarani yangi 
serbai terbatas,i maraknyai 
penggunaani narkotikai dii dalami 
Lembagai Pemasyarakatan/Rumahi 

Tahanani Negara,i pengendaliani 
peredarani narkotikai olehi narapidanai 
darii dalami Lembagai 
Pemasyarakatan/Rumahi Tahanani 
Negara,i merajalelanyai pungutani liar,i 
rasioi pegawaii dengani jumlahi 
narapidanai yangi sangati tidaki 
memadai,i kualitasi dani budayai kerjai 
pegawaii yangi rendah,i seharusnyai 
menjadii fokusi perhatiani yangi 
utama.i Apabilai halhali tersebuti 
mampui diatasi,i makai 
Pemasyarakatani akani mampui 
melaksanakani pembinaani terhadapi 
parai pelanggari hukumi dengani baik,i 
yangi padai akhirnyai bermuarai padai 
menurunnyai angkai pengulangani 
tindaki pidanai (residivisme),i 
sedemikiani sehinggai mampui 
menciptakani suasanai yangi lebihi 
amani dani tertibi dii tengahi 
masyarakat.i Itulahi kiranyai perani 
Pemasyarakatani yangi hakikii dani 
didambakani olehi masyarakat.i Dii 
dalami Pasali 34i Peraturani 
Pemerintahi Nomori 99i Tahuni 2012i 
disebutkani bahwai setiapi Narapidanai 
dani Anaki Pidanai yangi selamai 
menjalanii masai pidanai berkelakuani 
baiki berhaki mendapatkani remisi.i 
Hali tersebuti jugai dituangkani dii 
dalami ketentuani Pasali 1i Ayati (1)i 
Keputusani Presideni Republiki 
Indonesiai Nomori 174i Tahuni 1999i 
Tentangi Remisii yangi menyebutkani 
bahwai syarati untuki mendapatkani 
remisii adalahi apabilai Narapidanai 
dani Anaki Pidanai tersebuti menjalanii 
pidanai penjarai sementarai dani 
pidanai kurungani sertai yangi 
bersangkutani berkelakuani baiki 
selamai menjalanii pidana.i Beberapai 
jenisi pengurangani masai pidanai 
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sebagaimanai diaturi dalami ketentuani 
Pasali 2i dani Pasali 3i Keputusani 
Presideni Republiki Indonesiai Nomori 
174i Tahuni 1999i Tentangi Remisi,i 
dikenali jenis/bentuk-bentuki remisii 
yaitui remisii yangi dii berikani padai 
harii peringatani Proklamasii 
Kemerdekaani Republiki Indonesiai 
padai tanggali 17i Agustusi 1945i yangi 
disebuti remisii umum,i kemudiani 
yangi dimaksudi dengani remisii 
khususi adalahi remisii yangi diberikani 
kepadai narapidanai padai hari-harii 
besari keagamaani yangi dianuti olehi 
Narapidanai yangi bersangkutani 
dengani ketentuani jikai suatui agamai 
yangi dianuti olehi Narapidanai 
mempunyaii lebihi darii satui harii 
besari 27i keagamaani dalami setahun,i 
makai yangi dipilihi adalahi harii besari 
yangi dimuliakani olehi penganuti 
agamai yangi bersangkutani dani 
remisii tambahani yaitui remisii yangi 
diberikani apabilai Narapidanai yangi 
bersangkutani selamai menjalanii 
pidanai berbuati jasai kepadai Negara,i 
melakukani perbuatani yangi 
bermanfaati bagii Negarai ataui 
Kemanusiaani dani jugai melakukani 
perbuatani yangi membantui kegiatani 
pembinaani dii lembagai 
Pemasyarakatan. 

B.i Pemberiani Remisii Narapidanai 
Tindaki Pidanai Korupsii dikaitkani 
dengani Haki Asasii Manusiai  

Berbagaii kebijakani pemerintahi 
dilakukani sebagaii upayai 
penanggulangani tindaki pidanai baiki 
berupai pembuatani peraturani 
perundang-undangani maupuni dalami 
berbagaii kebijakani hukumi pidanai 
lainnya.i Menuruti R.Mi Jacksoni 

tindaki pidanai penjarai dikatakani 
relatifi kurangi efektif.i Remisii ataui 
pengurangani masai pidanai untuki 
setiapi narapidanai dani hak-haki 
narapidananyai diaturi secarai tegasi dii 
dalami UndangUndangi No.i 12i Tahuni 
1995i tentangi Pemasyarakatan.i Setiapi 
Narapidanai memilikii haki sesuaii 
dengani yangi dituangkani dii dalami 
pasali 14i ayati (1)i UndangUndangi 
Nomori 12i Tahuni 1995i tentangi 
Pemasyarakatani padai hurufi Ii yaitui 
haki untuki mendapatkani remisi.i 
Pemberiani Remisii inii dilakukani olehi 
Kementriani Hukumi dani Haki Asasii 
Manusiai berdasarkani Pasali 1i ayati 
(2)i Keppresi No.i 174i Tahuni 1999i 
yangi didelegasikani kepadai kantori 
wilayah.i Narapidanai yangi jugai 
sebagaii insani Tuhan,i sudahi 
semestinyai jugai memilikii hak,i yangi 
olehi masyarakati Internasionali 
disebuti sebagaii istilahi haki asasii 
manusiai (humani rights).i Dalami 
konstitusii Indonesia,i masalahi haki 
asasii manusiai mendapati pengaturani 
dalami BABi XAi Amandemeni 
Undang-Undangi Dasari 1945,i Pasali 
28Ai sampaii dengani 28J.i Selaini 
adanyai pengaturani yangi diberikani 
olehi Undang-Undangi Dasari 1945,i 
haki asasii manusiai mendapati 
pengaturani lebihi lanjuti dalami 
UndangUndangi Nomori 39i Tahuni 
1999i tentangi Haki Asasii Manusia.i 
Terhadapi permasalahani inii palingi 
tidaki terdapati pelanggarani terhadapi 
haki asasii narapidanai tindaki pidanai 
korupsi,i yaitui dalami Pasali 3i Ayati 
(2),i Pasali 4,i Pasali 5i Ayati (1)i dani 
Pasali 17.i Dengani melihati darii 
jaminani perlindungani yangi 
diberikani olehi konstitusii makai 
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seharusnyai tidaki diperbolehkani 
adanyai pembedaani perlakuani 
terhadapi narapidanai korupsii dani 
narapidanai pelakui tindaki pidanai 
laini termasuki dalami pemberiani hak-
haknya.i Tidaki bolehi terjadii 
perlakuani yangi diskriminatifi dani 
Berdasarkani Pasali 1i angka-3i 
Undang-Undangi Nomori 39i Tahuni 
1999i tentangi Haki Asasii Manusia.i 
Pemerintahi harusi memberii 
perlindungani dani pemenuhani 
terhadapi hak-haki narapidanai korupsii 
tersebut.i Hak-haki darii narapidanai 
sendirii sudahi diaturi lebihi khususi dii 
dalami Undang-Undangi Nomori 12i 
Tahuni 1995i tentangi Pemasyarakatani 
yangi tertuangi dii dalami Pasali 14i 
disebutkani hak-haki darii narapidanai 
selamai beradai dalami lembagai 
pemasyarakatan.i Hak-haki tersebuti 
antarai lain: 1.i Melakukani ibadahi 
sesuaii dengani agamai dani 
kepercayaannyai 2. Mendapati 
perawatan,i baiki perawatani rohanii 
maupuni jasmanii 3. Mendapati 
pendidikani dani pengajarani 4.i 
Mendapati pelayanani kesehatani dani 
makanani yangi layaki 5.i 
Menyampaikani keluhani 6.i 
Mendapatkani bahani bacaani dani 
mengikutii siarani mediai massai 
lainnyai yangi tidaki dilarangi 7.i 
Mendapatkani upahi ataui premii atasi 
pekerjaani yangi dilakukani 8. 
Menerimai kunjungani keluarga,i 
penasihati hukum,i ataui orangi 
tertentui lainnya,i pembatasan,i 
pelecehan,i ataui pengucilani yangi 
langsungi ataupuni taki langsungi 
didasarkani padai pembedaani 
manusiai atasi dasari agama,i suku,i 
ras,i etnik, kelompok,i golongan,i statusi 

sosial,i statusi ekonomi,i jenisi kelamin,i 
bahasa,i keyakinani politiki yang 
berakibatkan pengurangan,i 
penimpangani ataui penghapusan,i 
pengakuan,i pelaksanaani ataui 
penggunaani haki asasii manusiai dani 
kebebasani dasari dalami kehidupani 
baiki individuali maupuni kolektifi 
dalami bidangi politik,i ekonomi,i 
hukum,i sosiali budaya.i 9.i 
Mendapatkani pengurangani masai 
pidanai (remisi)i 10.i Mendapatkani 
kesempatani berasimilasii termasuki 
cutii mengunjungii keluarga,i 11.i 
Mendapatkani pembebasani bersyarati 
12.i Mendapatkani cutii menjelangi 
bebasi 13.i Mendapatkani hak-haki laini 
sesuaii dengani peraturani perundang-
undangani yangi berlaku.i Statusi 
seseorangi yangi telahi menjadii 
narapidanai tidaki berartii berhentii 
disitui haki asasinya,i haki asasinyai 
masihi tetapi ada,i tetapii olehi undang-
undangi dilakukani pembatasan-
pembatasan.i Remisii yangi sudahi 
diaturi dalami Undang-undangi 
Nomori 12i Tahuni 1995i tentangi 
Lembagai Pemasyarakati padai Pasali 
14i merupakani haki yangi diberikani 
sebagaii haki dasar,i sebagaii rangkaiani 
darii haki asasii yaitui untuki tetapi 
memperlakukani napii dengani carai 
yangi wajar,i dengani carai yangi layak,i 
karenai Napii bukani binatangi yangi 
samai sekalii memangi tidaki punyai 
hak.i Haki Asasii Manusiai adalahi 
seperangkati haki yangi melekati padai 
hakikati dani keberadaani manusiai 
sebagaii makhluki Tuhani Yangi Mahai 
Kuasai dani merupakani anugerah-Nyai 
yangi wajibi dihormati,i dijunjungi 
tinggii dani dilindungii olehi negara,i 
hukum,i pemerintahi dani setiapi 
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orang,i demii kehormatani sertai 
perlindungani harkati dani martabati 
manusia.i Lembagai Pemasyarakatani 
mengaturi setidaknyai adai 5i (lima)i 
haki 48i narapidanai yangi diberikani 
apabilai narapidanai tersebuti telahi 
memenuhii persyaratani tertentu.i Haki 
–i haki tersebuti adalah:i 1.i 
Mengadakani hubungani terbatasi 
dengani pihaki luari Negarai tidaki 
berhaki membuati seorangi narapidanai 
menjadii lebihi buruki darii 
sebelumnya.i Selamai menjalanii masai 
hukumannya,i seorangi narapidanai 
harusi secarai berangsur-angsuri 
diperkenalkani dengani masyarakati 
dani tidaki bolehi diasingkani darii 
masyarakat.i Antarai laini dengani cara:i 
surati menyurati dani kunjungani 
keluarga.i Terpisahi darii duniai luari 
merupakani bentuki kehilangani 
kebebasan.i Padai saati yangi sama,i 
narapidanai tetapi harusi memeliharai 
kontaki dengani duniai luari karenai 
hali itui pentingi untuki mereka,i dani 
karenai kesanalahi merekai akani 
kembalii setelahi bebasi nanti.i Hanyai 
sedikiti narapidanai yangi tidaki 
diperbolehkani bebasi padai akhirnya.i 
Prinsip-prinsipi yangi mengaturi 
Standari Perlakuani Narapidanai 
mendukungi hubungani yangi seringi 
dani berkelanjutani dengani duniai 
luar.i Prinsipi “kenormalan”i 
mendukungi kuati dipertahankannyai 
hubungani dengani keluargai selamai 
menjalanii hukumani penjara.i Prinsipi 
yangi samai jugai mendukungi idei 
bahwai meskipuni dipenjarai 
narapidanai tetapi melakukani bagiani 
darii masyarakati dimanai merekai 
tinggal.i Programi yangi memudahkani 
keluargai mengunjungii orang-orangi 

yangi merekai cintaii dii lapasi adalahi 
sangati pentingi bagii narapidana.i Hali 
samai jugai berlakui bagii programi 
yangi memberii kesempatani kepadai 
keluargai untuki berhubungani melaluii 
teleponi ataui surati dengani wargai 
binaani pemasyarakatani yangi dii 
penjarai dii lokasii yangi jauh.i Tidaki 
bolehi adai sensori dalami percakapani 
teleponi ataui surat-menyurat,i kecualii 
bilamanai itui diperlukani dani adai 
izini darii otoritasi yangi sahi untuki 
melakukannya.i 49i Surati yangi masuki 
harusi diperiksai darii barangi 
selundupan,i tetapii isii surati tersebuti 
tidaki perlui dibacai secarai rutin.i 
Pengecualiani yangi diberii wewenangi 
secarai hukumi dapati dilakukani 
bilamanai hali tersebuti dipandangi 
perlu.i Bilamanai mungkini narapidanai 
ditempatkani dii lapasi yangi dekati 
dengani lingkungani tempati tinggali 
merekai sehinggai mudahi dikunjungi.i 
Selaini kunjungani normal,i masihi adai 
lagii kontaki dengani duniai luari yangi 
jugai penting.i Televisii dani radioi 
harusi tersediai untuki wargai binaani 
pemasyarakatan,i begitui jugai 
setidaknyai satui surati kabari yangi 
adai dii daerahi setempat.i 
Perpustakaani harusi adai untuki 
mendapatkani terbitan-terbitani yangi 
barui 2.i Memperolehi remisii Setiapi 
tanggali 17i Agustus,i berdasarkani 
Keppresi Nomori 5i Tahuni 1987,i 
setiapi narapidanai yangi berkelakuani 
baik,i telahi berjasai kepadai negara,i 
melakukani perbuatani yangi 
bermanfaati bagii negarai ataui 
kemanusiaan,i dani narapidanai yangi 
membantui kegiatani dinasi LAPAS,i 
akani memperolehi remisi.i Remisii 
adalahi potongani ataui pengurangani 



 

302 
 

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA 

KORUPSI DI INDONESIA 

Ade Tamara Marpaung 1), Kevin Donaro Marpaung 2), Muhammad Yasid 3), Ansori Lubis 4)  

 

masai hukumani seseorangi narapidanai 
karenai berkelakuani baiki selamai 
menjalanii masai hukumani seseorangi 
narapidanai karenai berkelakuani baiki 
selamai menjalanii masai hukumani dii 
lembagai Lembagai Pemasyarakatani 
untuki jangkai waktui tertentui yangi 
diberikani dengani Keputusani 
Presideni sehubungani ulangi tahuni 
Kemerdekaani RIi setiapi tahunnya.”i 
Pemberiani remisii itui didasarkani 
padai keadaani narapidanai dani atasi 
pertimbangani sertai penilaiani kepalai 
lembagai pemasyarakatani yangi 
akhirnyai ditetapkani Kakanwili 
Departemeni Hukumi dani Perundang-
undangan. 3. Memperoleh asimilasi 
Selamai kehilangani kemerdekaannya,i 
seorangi narapidanai harusi secarai 
berangsur-angsuri diperkenalkani 
kepadai masyarakati dani tidaki bolehi 
diasingkani darii 50i masyarakat.i 
Asimilasii dapati dilakukani dengani 
duai cara,i yaitu:i asimilasii kei dalami 
(yaitu,i hadirnyai masyarakati kei 
dalami LP),i dani asimilasii kei luari 
(yaitu,i hadirnyai narapidanai dii 
tengah-tengahi masyarakat).i Cutii 
untuki keperluani kepentingani 
berassimilasii adalahi cutii pulangi kei 
rumahi ataui mengunjungii keluargai 
berlakui bagii narapidanai yangi sudahi 
beradai dalami pembinaani tahapi 
ketigai (minimumi telahi menjalanii 
setengahi darii narapidanai yangi 
sebenarnya)i dani lamanyai cutii 
pulangi kei rumahi palingi lamai duai 
kalii duai puluhi empati jami tiapi kalii 
cutii dengani mendapati persetujuani 
keluarganyai dani Pamongi Prajai 
setempat.i Cutii pulangi kerumahi 
hanyai dapati dilakukani kepadai 
narapidanai yangi dipidanai satui 

tahuni kei atas,i dani yangi dipidanai 
seumuri hidupi tetapii sudahi dirubahi 
menjadii pidanai penjarai sementara.i 
Padai prinsipnyai cutii pulangi kei 
rumahi ataui mengunjungii keluargai 
inii hanyai dapati diberikani satui kalii 
dalami setahun,i tetapii apabilai 
dipandangi sangati perlui demii 
pembinaani dani mendapati penilaiani 
baiki sertai mendapati persetujuani darii 
sidangi Dewani Pembinai 
Pemasyarakatani dapati diberikani 
lebihi darii satui kalii dalami satui 
tahuni 4.i Memperolehi cutii Manuali 
Pemasyarakatani dalami petunjuki 
pelaksanaani pemberiani cutii 
memberikani pengertiani cuti,i yaitui 
cutii merupakani haki narapidanai 
untuki meninggalkani lembagai 
pemasyarakatani untuki sementarai 
waktu,i waktui apabilai telahi 
memenuhii syarati yangi telahi 
ditentukani dalami peraturani 
perundang-undangani yangi berlaku.i 
Cutii dapati diberikani kepadai 
narapidanai dalami hal-hali sebagaii 
berikut:i a.i Cutii untuki keperluani 
khusus.i b.i Cutii untuki kepentingani 
pembinaani assimilasi.i 51i c.i Cutii 
menjelangi lepasi ataui disebuti cutii 
pre-release treatmen. 5. Memperoleh 
pembebasani bersyarat.i Pembinaani 
bersyarati berartii pembebasani 
seseorangi yangi sedangi menjalanii 
pidanai darii lembagai pemasyarakatani 
dengani syarat-syarati tertentu.i 
Pembebasani bersyarati samai dengani 
pengertiani pelepasani bersyarat.i 
Pendapati Roeslani Salehi tentangi 
pelepasani bersyarati adalah:i “Bahwai 
pelepasani bersyarati tidaki mungkini 
diadakani terhadapi pidanai seumuri 
hidupi tidaki dapati diperhitungkan.i 
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Jikai terhadapi terpidanai seumuri 
hidupi akani dikenakani pelepasani 
bersyarat,i makai pidanai seumuri 
hidupi akani dijatuhkani kepadai 
terpidanai diubahi dengani grasii 
menjadii tindakani penjarai sementarai 
waktu.i Dalami pelepasani bersyarati 
inii adai unsuri pendidikani bagii 
terpidananyai dani tujuannyai adalahi 
untuki membentuki terpidanai dalami 
perpindahannyai darii pidanai kei 
kemerdekaan.”i Bahwai pembebasani 
bersyarati tidaki mungkini diadakani 
terhadapi pidanai seumuri hidupi tidaki 
dapati diperhitungkan.i Jikai terhadapi 
terpidanai seumuri hidupi akani 
dikenakani pembebasani bersyarat,i 
makai pidanai seumuri hidupi akani 
dijatuhkani kepadai terpidanai diubahi 
dengani grasii menjadii tindakani 
penjarai sementarai waktu.i Dalami 
pembebasani bersyarati inii adai unsuri 
pendidikani bagii terpidananyai dani 
tujuannyai adalahi untuki membentuki 
terpidanai dalami perpindahannyai 
darii pidanai kei kemerdekaan.i Haki 
inii merupakani haki pengintegrasiani 
narapidana,i yaitui haki narapidanai 
untuki sepenuhnyai beradai dii tengah-
tengahi masyarakat,i dengani syarati 
narapidanai tersebuti telahi menjalanii 
2/3i darii masai hukumannya.i 
Narapidanai yangi memperolehi 
pembebasani bersyarati inii tetapi 
diawasii olehi Badani Pemasyarakatani 
dani Kejaksaani Negerii setempai 
Faktori Penghambati Dalami 
Pemberiani Remisii Pemberiani remisii 
kepadai narapidanai merupakani 
perintahi darii Undang-undangi 
sebagaii rangsangani agari narapidanai 
bersediai menjalanii pembinaani untuki 
merubahi perilakui sesuaii dengani 

tujuani Sistemi Pemasyarakatan.i 
Namuni dalami pengawasannyai yangi 
melibatkani lembagai ataui instansii dii 
luari daripadai Lembagai 
Pemasyarakatani tidaki disertaii 
dengani adanyai suatui peraturani 
yangi tegasi dalami pelaksanaannya.i 
Hali inii mengakibatkani adanyai 
hambatan-hambatani yangi justrui 
mempersuliti pemberiani remisii 
kepadai narapidana.i Adanyai 
pemberiani remisii merupakani 
perintahi darii Undang-Undangi No:i 
12i Tahuni 1995i tentangi 
Pemasyarakatan,i sebagaii rangsangani 
agari narapidanai bersediai menjalanii 
pembinaani untuki merubahi perilakui 
sesuaii dengani tujuani Sistemi 
Pemasyarakatan.i Namuni dalami 
pelaksanaannyai yangi melibatkani 
beberapai lembagai dani instansii dii 
luari daripadai Lembagai 
Pemasyarakatani tidaki dibarengii 
dengani adanyai suatui peraturani 
yangi tegasi dalami pelaksanaannya.i 
Hali inii mengakibatkani adanyai 
hambatan-hambatani yangi justrui 
mempersuliti pemberiani remisii 
kepadai narapidana.i Adanyai 
pemberiani remisii merupakani 
perintahi darii Undang-Undangi No:i 
12i Tahuni 1995i tentangi 
Pemasyarakatan,i sebagaii rangsangani 
agari narapidanai bersediai menjalanii 
pembinaani untuki merubahi perilakui 
sesuaii dengani tujuani Sistemi 
Pemasyarakatan.i Namuni dalami 
pelaksanaannyai yangi melibatkani 
beberapai lembagai dani instansii dii 
luari darii padai Lembagai 
Pemasyarakatani tidaki dibarengii 
dengani 61i adanyai suatui peraturani 
yangi tegasi dalami pelaksanaannya.i 
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Hali inii mengakibatkani adanyai 
hambatanhambatani yangi justrui 
mempersuliti pemberiani remisii 
kepadai narapidana.i Sebagaimanai 
diketahuii bahwai Sistemi 
Pemasyarakatani yangi berlakui 
dewasai ini,i secarai konseptuali dani 
historisi sangati berbedai dengani apai 
yangi berlakui dalami Sistemi 
Kepenjaraan.i Asasi yangi dianuti 
Sistemi Pemasyarakatani menempatkani 
narapidanai sebagaii subyeki yangi 
dipandangi sebagaii pribadii dani 
wargai negarai biasai sertai dihadapii 
bukani dengani latari belakangi 
pembalasani tetapii dengani 
pembinaani dani bimbingan.i 
Perbedaani duai sistemi tersebuti 
memberii implikasii perbedaani dalami 
caracarai pemberiannya.i Faktori laini 
dikarenakani bagii narapidanai yangi 
yangi masihi menjalanii masai pidanai 
yangi menjadii syarati ketentuani 
remisi.i Narapidanai yangi menjalanii 
masai hukumani dii bawahi 5i tahuni 
harusi menjalanii menjalanii masai 
hukumani 1/3,i dani bagii narapidanai 
yangi menjalani masai hukumani dii 
atasi 5i tahuni harusi menjalanii masai 
hukumani 6i bulan.i Dani hali tersebuti 
haruslahi dijalanii olehi narapidanai 
yangi ingini mendapatkani remisii 
karenai peraturani tersebuti tercantumi 
sebagaii syarati untuki mendapatkani 
remisi.i 1.i Faktori Yuridisi Pelaksanaani 
pemberiani remisii masihi terdapati hal-
hali yangi menghambati secarai yuridisi 
dalami pelaksanaannya,i hambatani 
tersebuti yaitui belumi adanyai saranai 
peraturani perundang-i undangani dani 
peraturani pelaksanaani sebagaii 
payungi hukumi yangi kuati yangi 
merupakani landasani yuridisi dani 

strukturili sebagaii penunjangi ataui 
dasari bagii ketentuan-ketentuani 
operasionili suatui pengawasani 
pemberiani remisi,i dalami hali inii 
peraturani perundang-undangani 62i 
dani peraturani pelaksanaani yangi 
berlakui bagii semuai pihaki yangi 
terlibati dalami pengawasani 
pemberiani remisi.i Karenai 
pengawasani pemberiani remisii 
melibatkani beberapai instansii 
termasuki sepertii Hakimi Pengawas,i 
Pengamati dani Jaksai yangi 
secaratidaksengajai langsungi terlibati 
karenai seringnyai terjadii 
keterlambatani pemberian/penyerahani 
eksekusii olehi pihaki Kejaksaani yangi 
mengakibatkani keterlambatani 
pengajuani remisii bagii narapidana.i 2.i  
Faktori Kelembagaani dani Sumberi 
Dayai Manusiai Memberdayakani 
setiapi lembagai ataui institusii yangi 
terlibati dalami pengawasani 
pemberiani remisii kepadai narapidana,i 
melaluii menjalini hubungani baiki 
dengani instansii terkait.i Hali inii 
sangati diperlukani untuki 
meminimalisiri terjadinyai 
keterlambatani pemberiani haki 
narapidanai khususnyai remisii dani 
menekani sekecili mungkini terjadinyai 
kesalahani dalami pemberiani remisi.i 
Peningkatani Sumberi Dayai Manusiai 
yangi mampui dani berkompeteni 
dalami bidangi tugasnya,i dimanai 
pegawaii harusi mempunyaii keahliani 
tentangi Pemasyarakatani agari terciptai 
sesuatui kerjasamai yangi baiki 
sehinggai pelaksanaani tugasi dapati 
berjalani sesuaii dengani tujuani yangi 
telahi dii tetapkan.i Dalami rangkai 
meningkatkani kualitasi pegawai,i 
makai khususi petugasi dii registrasii 



 

305 
 

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA 

KORUPSI DI INDONESIA 

Ade Tamara Marpaung 1), Kevin Donaro Marpaung 2), Muhammad Yasid 3), Ansori Lubis 4)  

 

lebihi seringi diikutkani dalami 
berbagaii pelatihani pemasyarakatan.i 
3.i Faktori Saranai dani Prasaranai 
Meningkatkani pengadaani saranai 
untuki perhitungani remisii dengani 
tidaki lagii memakaii secarai manuali 
tetapii dengani tehnologii yangi 
canggih. 

 

SIMPULAN 

Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat 
(1) KUHP, pemberian remisi ini 
sebenarnya sudah sesuai dengan aturan 
yang ada dengan melihat asas legalitas 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana tidak ada yang bertentanganDi 
dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah 
Nomor 99 Tahun 2012 disebutkan 
bahwa setiap Narapidana dan Anak 
Pidana yang selama menjalani masa 
pidana berkelakuan baik berhak 
mendapatkan remisi. Hal tersebut juga 
dituangkan di dalam ketentuan Pasal 1 
Ayat (1) Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 
Tentang Remisi yang menyebutkan 
bahwa syarat untuk mendapatkan 
remisi adalah apabila Narapidana dan 
Anak Pidana tersebut menjalani pidana 
penjara sementara dan pidana 
kurungan serta yang bersangkutan 
berkelakuan baik selama menjalani 
pidana. Remisi diberikan karena 
merupakan salah satu sarana hukum 
yang penting dalam rangka 
mewujudkan tujuan sistem 
pemasyarakatan, selain itu remisi 
diberikan karena negara Indonesia 
menjamin kemerdekaan tiap–tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya 
masing-masing, termasuk setiap 

narapidana, sehingga tidak terjadi 
diskriminasi dalam hal hak asasi 
manusia. Dalam rangka pelaksanaan 
hak-hak narapidana, Pemerintah 
memberikan kesempatan kepada 
narapidana untuk memperbaiki diri 
selama menjalani hukumannya 
sehingga diharapkan dapat menyesali 
dan ketika keluar dari penjara dapat 
diterima kembali ke tengah-tengah 
kehidupan bermasyarakat. 
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